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ABSTRACT

The main problem faced by small-scale farming is that the economy of scale cannot be reached so that the use
of inputs and technology is inefficient. To overcome this problem, farmers need to join and cooperate in a farming
group. One of the models of this cooperation is the agricultural area development based on farmer corporation that
combines technical business aspects with farmer institutions aspects. This study aims to analyze the achievements
of a pilot project implementation of the corn area development based on farmer corporation in Lebak Regency,
Banten Province, which analyzed using the evaluation model of contect, input, process, product (CIPP) and
determine priority strategies which analyzed using Analytical Hierarchy Process (AHP). The result of this study
shows that the pilot project targets for the first and the second years, namely cooperation with the feed industry and
forming its own feed processing, respectively have not been achieved. From the identified seven success indicators,
three were achieved, namely production increase, income increase, and implementation of local specific innovative
technology. The strategy that needed to be set in advance as a priority was farmer empowerment through a farmer
institution, with the most important factor is farmers’ welfare achievement.

Keywords: corn development areas, evaluation model CIPP, farmer corporation, farmer empowerment.

ABSTRAK

Masalah utama yang dihadapi usahatani skala kecil adalah tidak tercapainya skala enonomi sehingga
penggunaan input dan teknologi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut petani perlu bergabung dan bekerja
bersama dalam kelompok usaha pertanian. Salah satu model kerja sama tersebut berupa pengembangan kawasan
pertanian berbasis korporasi petani, yang menggabungkan aspek teknis usaha dengan aspek kelembagaan petani.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan proyek percontohan pengembangan
kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang dianalisis menggunakan
model evaluasi context, input, process, product (CIPP) dan menentukan prioritas strategi pengembangan
menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan target proyek percontohan
tersebut pada tahun pertama berupa kerja sama dengan industri pakan dan tahun kedua berupa pembentukan
pengolahan pakan ternak sendiri belum tercapai. Dari tujuh indikator keberhasilan yang ditetapkan, tiga diantaranya
berhasil dicapai, yaitu peningkatan produksi; peningkatan pendapatan; dan teraplikasinya teknologi inovatif spesifik
lokasi. Strategi yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan
petani, dengan faktor yang dinilai paling penting adalah tercapainya kesejahteraan petani.

Kata kunci: korporasi petani, model evaluasi CIPP, pengembangan kawasan jagung, pemberdayaan petani.

PENDAHULUAN kelompok usaha pertanian, yang
menggabungkan pengelolaan sumber daya dan
keputusan berusaha dalam suatu manajemen.

Salah satu permasalahan utama yang Salah satu model kerja sama tersebut berupa
dihadapi usahatani skala kecil adalah tidak pengembangan kawasan pertanian berbasis
tercapainya skala enonomi dari luasan korporasi petani, yang menggabungkan aspek
pengusahaan lahan, sehingga mengakibatkan teknis usaha dengan aspek kelembagaan petani.

penggunaan input dan teknologi tidak efisien.
Untuk mengatasi hal tersebut petani perlu
bergabung dan bekerja bersama dalam

Kawasan pertanian merupakan gabungan
dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara
fungsional baik dalam faktor sumber daya alam,
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sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian

rupa sehingga memenuhi batasan Iluasan
minimal skala efektivitas manajemen
pembangunan wilayah. Pengembangan

kawasan pertanian dilakukan sebagai upaya
meningkatkan produksi pertanian secara efisien
dan memudahkan pemasaran produk karena
terkonsentrasi dalam jumlah yang banyak
(Setiyanto  2013). Kementerian Pertanian
(Kementan) mengidentifikasi dan
mengembangkan kawasan pertanian tersebut
berdasarkan empat subsektor menurut basis
komoditas utama, yaitu kawasan tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan.

Pemanfaatan lahan pertanian dan
pengembangan kawasan pertanian

berkelanjutan telah diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan, diantaranya
Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Berkelanjutan yang mengatur agar lahan
pertanian pangan terlindungi dari degradasi, alih
fungsi, dan fragmentasi. Selanjutnya, Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan menetapkan kriteria
kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
Konsep pengembangan kawasan pertanian
dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) Nomor
50/Permentan/OT.140/8/2012 jo Permentan
Nomor 56/Permentan/RC.040/ 11/2016 tentang
Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan
kegiatan pengembangan kawasan pertanian
yang diinisiasi oleh Kementan memberikan hasil
yang cukup baik. Beberapa hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengembangan kawasan
meningkatkan produktivitas ubi kayu (Arianingsih
2016); mengurangi pengeluaran konsumsi
pangan, meningkatkan konsumsi energi dan
protein, dan meningkatkan skor Pola Pangan
Harapan (PPH) sebagai indikator kualitas
konsumsi pangan beragam bergizi seimbang
(BPTP Aceh 2012; Purwantini et al. 2012);
meningkatkan kinerja dan pendapatan anggota
kelompok peternak sapi potong (Kurniasari
2016). Terkait dengan pengembangan kawasan
pertanian ini, Presiden Joko Widodo dalam rapat
terbatas dengan beberapa Menteri Kabinet Kerja
serta Gubernur pada tanggal 12 September 2017
memberi arahan mengenai perlunya
mengkorporasikan petani, dalam arti membuat
kelompok besar petani agar mereka dapat
berpikir dengan manajemen modern, melakukan
proses agribisnis mulai dari pengadaan input,
budidaya, pasca panen, pengolahan,
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pengemasan, sampai dengan pemasaran hasil
secara berkelompok dalam suatu manajemen
usaha yang baik.

Langkah awal Menteri Pertanian
menindaklanjuti arahan Presiden tersebut adalah
menetapkan Permentan Nomor

18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis
Korporasi Petani. Dalam Permentan tersebut
disebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi
pembangunan pertanian dengan pendekatan
pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis
Korporasi Petani (KPBKP) dimaksudkan untuk
memadukan rangkaian rencana dan
implementasi kebijakan, program, kegiatan dan
anggaran pembangunan kawasan pertanian;
serta mendorong aspek pemberdayaan petani
dalam suatu kelembagaan ekonomi petani agar
menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam
perspektif sistem usaha tani. Dengan kata lain,
pengembangan KPBKP menggunakan
pendekatan baru yang menggabungkan antara
aspek teknis dengan aspek kelembagaan petani.

Dalam Permentan tersebut dijelaskan
kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga
yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk
petani, guna meningkatkan produktivitas dan
efisiensi usaha, baik berbadan hukum maupun
belum berbadan hukum. Sementara itu,
korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi
petani berbentuk koperasi atau badan hukum lain
dengan sebagian besar kepemilikan modal oleh
petani.

Kelembagaan petani memiliki peran penting
dalam pembangunan pertanian (Hermanto dan
Swastika 2011). Pengembangan kelembagaan
petani dapat dilakukan melalui peningkatan
dukungan penyuluhan, penelitian, peran
eksternal, dinamika kelompok, dan partisipasi
petani (Anantayu 2009), serta dukungan
karakteristik internal seperti usia produktif,
pengalaman usaha tani, partisipasi aktif, motivasi
dan pendidikan (Prawiranegara  2016).
Penerapan korporasi petani yang sudah umum
dilaksanakan adalah dalam bentuk corporate
farming. Kelembagaan corporate farming
dilaporkan dapat meningkatkan pendapatan
petani anggota dari penyewaan lahan,
membantu pengelolaan lahan, atau bagi hasil
lahan (Musthofa dan Kurnia 2018). Namun
demikian, belum banyak penelitian yang
membahas mengenai kelembagaan petani
dalam suatu kawasan pertanian.

Dalam rangka percepatan KPBKP, dibuat
beberapa proyek percontohan (pilot project)
sebagai rintisan implementasi kegiatan pada
lokasi tertentu selama dua tahun, untuk
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kemudian direplikasi di lokasi lain. Dari empat
subsektor pengembangan kawasan pertanian,
subsektor tanaman pangan menarik untuk diteliti
karena merupakan komoditas utama yang
menjadi sumber pangan di Indonesia. Salah satu
proyek percontohan kawasan tanaman pangan
yaitu untuk komoditas jagung seluas 1.000 ha di
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Penilaian kinerja suatu proyek percontohan
perlu dilakukan dalam upaya untuk mengetahui
tingkat keberhasilannya sehingga kinerjanya
dapat terukur, dan menarik pelajaran tentang
permasalahan yang dihadapi sebagai bahan
perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya atau
untuk proses replikasi di daerah lain. Salah satu
bentuk penilaian yang dapat dilakukan adalah
evaluasi secara berkala yang bisa menjadi
peringatan apabila program dan kegiatan
berjalan di luar rencana serta menjadi masukan
untuk perbaikan selanjutnya. Setelah dilakukan
penilaian perlu juga ditetapkan prioritas strategi
pengembangan agar program/kegiatan dapat
berlanjut dengan capaian yang lebih baik.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan
yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah
menganalisis capaian atas target dan indikator
keberhasilan pada pelaksanaan pengembangan
kawasan jagung berbasis korporasi petani serta
merumuskan prioritas strategi pengembangan
kawasan jagung berbasis korporasi petani.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Dalam konsep kawasan, teori yang umum
digunakan adalah growth pole theory yang
pertama kali dikemukakan oleh Francois Perroux
pada tahun 1955. Teori pertumbuhan
menyatakan bahwa saat kegiatan produksi di
kutub pertumbuhan berkembang dan meningkat,
akan berdampak terhadap peningkatan sektor
lain dan daerah sekitar. Konsep pengembangan
kawasan pertanian dituangkan dalam Permentan

Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 jo
Permentan  Nomor  56/Permentan/RC.040/
11/2016. Dalam perkembangannya,

pengembangan kawasan pertanian dilaksanakan
dengan pendekatan berbasis korporasi petani
dan diatur dalam  Permentan = Nomor
18/Permentan/RC.040/ 4/2018. Selanjutnya,
Menteri Pertanian menetapkan lokasi kawasan
pertanian nasional dalam Permentan Nomor
472/Kpts/RC.040/ 6/2018.

Terkait dengan korporasi petani, konsep
kelembagaan yang sesuai adalah yang
dikemukakan oleh Wiliamson (2000) dalam

perspektif teori kelembagaan ekonomi baru,
yang membagi empat level analisis sosial, yaitu
level satu keterkandungan (kelembagaan
informal, kebiasaan, tradisi, norma yang
biasanya bersifat spontan); level dua lingkungan
kelembagaan (aturan main formal seperti politik,
birokrasi, hukum); level tiga tata kelola (aturan
main, khususnya kontrak yang berhubungan
dengan transaksi); dan level empat alokasi
sumber daya dan kesempatan kerja (berkaitan
dengan harga, kuantitas, insentif). Syahyuti
(2003) mengemukakan bahwa di Indonesia, kata
kelembagaan digunakan untuk padanan kata
institution maupun organization, walaupun
terdapat perbedaan dalam pengertian diantara
keduanya. Dalam penelitian ini, kelembagaan
petani yang dibahas merujuk pada organisasi,
seperti pengertian yang dicantumkan dalam
Permentan Nomor 82 Tahun 2013 bahwa
kelembagaan petani adalah lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk
petani guna memperkuat dan memperjuangkan
kepentingan petani.

Lingkup Bahasan

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan
suatu proyek percontohan pengembangan
kawasan pertanian berbasis korporasi petani
dengan komoditas jagung. Topik kajian
difokuskan pada analisis kinerja atas target dan
indikator keberhasilan serta identifikasi prioritas
strategi pengembangan kawasan tersebut.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi pelaksanaan
kegiatan proyek percontohan pengembangan
kawasan jagung berbasis korporasi petani, di
Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten. Kegiatan penelitian di lapangan
berupa wawacara dengan petani dan diskusi
dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
Kegiatan dilakukan mulai bulan Desember 2019
hingga Mei 2020.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer
yang diperoleh melalui wawancara dan pengisian
kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh
dari petani jagung dan pejabat instansi terkait.
Dari 711 petani pelaksana yang tergabung dalam
lima kelompok, yang terdiri dari satu kelompok
tani (poktan) dan empat kelompok Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH), diambil petani
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contoh sebanyak 78 orang dari satu poktan dan
tiga LMDH, yaitu poktan Mekar Jaya, LMDH Giri
Mukti, LMDH Mekar Sari dan LMDH Wana Tani
Gerlap. Satu lagi LMDH peserta kegiatan ini,
yaitu LMDH Mukti Jaya tidak diambil sebagai
responden karena lokasinya yang terpisah.
Selain itu, sampel yang dipilih dinilai sudah
mewakili kondisi pelaksana kegiatan secara

keseluruhan. Pemilihan sampel kelompok
dilakukan  secara  purposive, sedangkan
pemilihan sampel petani dilakukan dengan
stratifikasi  berdasarkan luasan, kemudian

dilakukan random sampling terhadap petani dari
masing-masing stratifikasi tersebut.

Selain petani pelaksana kegiatan, responden
dalam penelitian ini adalah para pejabat dari
instansi pelaksana termasuk pihak swasta yang
dirancang untuk berpartisipasi aktif dalam pilot
pengembangan ini. Pejabat yang dikunjungi
untuk berdiskusi berasal dari Direktorat Jenderal
(Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian (PSP), Biro Perencanaan
Kementan, Dinas Pertanian Provinsi Banten,
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Lebak, Balai Pengkajian Tenologi Pertanian
(BPTP) Banten, serta pengelola korporasi petani.

Analisis Data

Proyek percontohan pengembangan
kawasan jagung berbasis korporasi petani seluas
1.000 ha, dilaksanakan oleh 711 orang. Untuk
mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan
digunakan model evaluasi context, input,
process, product (CIPP) yang dikemukakan
Stufflebeam (1983). Model evaluasi CIPP dinilai
cocok untuk penelitian ini karena sesuai dengan
kerangka dalam pelaksanaan pengembangan
kawasan dan dapat menilai pelaksanaan
program/kegiatan secara utuh, mulai dari
perencanaan sampai hasil yang dicapai.

Perumusan prioritas strategi menggunakan
Analytical Hierarchy Process (AHP) (Saaty
1990). Langkah yang dilakukan dalam metode ini
adalah menyusun hirarki atas unsur-unsur
berupa kriteria dan alternatif yang akan dipilih;
menilai kriteria dan alternatif tersebut melalui
perbandingan berpasangan; menentukan
prioritas dengan melihat peringkat relatif dari
seluruh alternatif; menilai konsistensi logis.
Responden yang dipilih untuk analisis AHP
sebanyak enam orang dari Biro Perencanaan
Kementan, Ditien PSP, BPTP Banten, Dinas
Pertanian Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan
Perkebunan Kabupaten Lebak, serta korporasi
petani. Data diolah menggunakan software
Expert Choice, penilaian oleh responden
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dianggap konsisten apabila nilai inconsistency
kurang dari 0,1.

Penarikan simpulan untuk tujuan pertama
berdasarkan pada capaian atas target tahun
pertama dan tahun kedua di lokasi proyek
percontohan, serta capaian terhadap indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan dalam
Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan
Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi
Petani. Penarikan simpulan untuk tujuan kedua
berdasarkan nilai tertinggi hasil pengolahan data
di level faktor dan strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kegiatan

Dalam konsep pengembangan KPBKP,
seluruh pemangku kepentingan saling terkait
dalam pelaksanaan kegiatan dengan melakukan
efisiensi melalui perluasan skala usaha. Petani
sebagai pelaksana mendapat manfaat berupa
jaminan pasar, bantuan modal kerja dan sarana
produksi, jaminan ketersediaan input,
mendapatkan subsidi penuh atas premi asuransi
dan bunga pinjaman. Kelembagaan ekonomi
petani dapat berupa koperasi, korporasi,
perusahaan, atau perseroan  terbatas.
Kelembagaan ini bertugas untuk melakukan
konsolidasi usaha tani; menjadi penghubung
antara petani, Kementerian/Lembaga (K/L), dan
mitra terkait; memiliki penyertaan modal sebesar
51%; membentuk unit-unit usaha; dan
bertanggung jawab atas penjualan, penyertaan
alat mesin pertanian (alsintan), dan tenaga kerja.
Kementan memberikan bantuan berupa sarana
produksi (saprodi) dan alsintan, peningkatan
kemampuan sumber daya manusia (SDM) petani
melalui pelatihan, melakukan pengawalan dan
pendampingan penyuluh. Sedangkan K/L terkait,
memberikan pendampingan administrasi dan

manajemen maupun bantuan teknis dan
nonteknis lainnya.
Proyek percontohan pengembangan

kawasan jagung berbasis korporasi petani
dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Banten.
Kabupaten Lebak dipilih karena potensi sumber
daya alam, produksi, produktivitas dan mutu
jagungnya masih berpotensi untuk ditingkatkan,
serta terdapat 16 perusahaan produsen pakan di
area sekitarnya. Target tahun pertama adalah
kerja sama dengan industri pakan sedangkan
target tahun kedua adalah membentuk
pengolahan pakan ternak sendiri. Pemangku
kepentingan terkait diantaranya Perum Perhutani
sebagai pemilik lahan tempat petani menanam
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jagung, Ditien Tanaman Pangan sebagai
penyedia bantuan saprodi, Ditien PSP sebagai
penyedia alsintan prapanen dan irigasi, BPTP
Banten sebagai pelaksana demonstration farm
(demfarm) budidaya jagung dan pelatihan untuk
petani, Pemerintah Provinsi Banten sebagai
penyedia herbisida, dan Pemerintah Kabupaten
Lebak sebagai penyedia pompa sumur dalam.

Kondisi Umum Lokasi Kegiatan

Kabupaten Lebak berada pada ketinggian
antara 201-501 m di atas permukaan laut (dpl)
dan Kecamatan Gunungkencana berada di
kisaran 210-240 m dpl. Ketinggian di Kecamatan
Gunungkencana  tersebut  sesuai  untuk
penanaman jagung yang dapat tumbuh secara
optimal pada ketinggian 50-600 m dpl.
Kabupaten Lebak memilihi lahan seluas 304.472
ha, diantaranya seluas 246.243 ha (80,88%)
merupakan lahan pertanian yang terbagi menjadi
49.677 ha sawah dan 196.566 ha non sawah.

Secara umum, musim kemarau di Kabupaten
Lebak berlangsung mulai pada minggu ketiga
bulan Mei hingga minggu kedua bulan Oktober
dengan curah hujan antara 264-623 mm.
Sedangkan, musim hujan berlangsung pada
minggu kedua bulan Oktober hingga minggu
ketiga bulan Mei dengan curah hujan antara
1.116-3.345 mm (BPS 2016). Data tersebut
menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak berada
pada kategori yang sesuai berdasarkan kriteria
kesesuaian lahan untuk komoditas jagung.

Data luas panen, produksi, dan produktivitas
jagung nasional tahun 2014-2018 secara umum
menunjukkan adanya peningkatan (Kementan,

nasional mencapai 30,06 juta ton pipilan kering
dengan luas panen 5,37 juta ha dan produkivitas
5,44 ton/ha. Pada tahun 2015, luas panen jagung
mengalami penurunan sebesar 1,29%
dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu,
tingkat produktivitas jagung pada tahun 2017
mengalami penurunan sebesar  1,51%
dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1).

Apabila dibandingkan dengan produksi
jagung sebelum pelaksanaan kegiatan, di
Kecamatan Gunungkencana terjadi peningkatan
produksi lebih dari tiga kali lipat, di Kabupaten
Lebak terjadi peningkatan produksi lebih dari
empat kali lipat, dan di Provinsi Banten terjadi
peningkatan produksi hampir tiga kali lipat.
Kecamatan Gunungkencana memberikan rata-
rata kontribusi produksi sebesar 8,51% terhadap
total produksi dari 28 kecamatan yang ada di
Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak
memberikan rata-rata  kontribusi  produksi
sebesar 22,53% terhadap total produksi dari
delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Provinsi Banten memberikan rata-rata kontribusi
produksi sebesar 0,29% terhadap total produksi
nasional, secara rinci terlihat pada Tabel 1.

Capaian Pengembangan Kawasan Jagung
Berbasis Korporasi Petani

Model evaluasi CIPP dipilih sebagai alat
analisis karena dinilai dapat menggambarkan
hasil suatu kegiatan secara menyeluruh, mulai
dari proses perencanaan hingga hasil yang
diperoleh. Evaluasi context berhubungan dengan
goals atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi
input berhubungan dengan plans atau rencana
yang akan dijalankan. Evaluasi process

2019). P hun 201 i . .
019) ada tahu 018 produksi jagung berhubungan dengan actions atau tindakan yang
35 30,06
28,92
30
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Gambar 1. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas jagung Indonesia, 2014-2018
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Tabel 1. Produksi jagung tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, 2016-2018 (Ton)

Kecamatan Kabupaten Provinsi )
Tahun Nasional
Gunungkencana Lebak Banten
2016 230 3.234 19.882 23.578.413
2017 1.297 12.227 63.517 28.924.015
2018 4.373 55.931 174.334 30.055.623

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak dan Kementan (2019)

dilakukan. Evaluasi product berhubungan
dengan outcomes atau capaian yang diraih.
Stufflebeam (2015) menggambarkan nilai inti
model evaluasi CIPP seperti terlihat pada
Gambar 2.

Gambaran umum karakteristik responden
petani pelaksana kegiatan yang diidentifikasi
meliputi informasi mengenai gender, pendidikan,
dan usia. Berdasarkan sebaran gender reponden
pelaksana kegiatan, pada Tabel 2 menunjukkan
jumlah petani dengan gender laki-laki hampir tiga
kali lipat dari petani dengan gender perempuan.
Menurut Siwi dalam Notoatmojo (2011), peran
gender sangat dominan dalam pembangunan
usahatani dan peningkatan pendapatan petani.
Notoatmojo (2011) menambahkan bahwa wanita
tani berperan dalam melaksanakan dan
memutuskan kebijakan dan tugas usahatani,
sedangkan bapak tani lebih berfungsi dalam
pengadaan faktor produksi dan penentuan
komoditi yang diusahakan.

Sebaran tingkat pendidikan reponden
pelaksana kegiatan yang disajikan pada Tabel 3
menunjukkan bahwa 53,85% petani hanya
menempuh pendidikan dasar, 41,02%
menempuh pendidikan menengah, dan hanya
5,13% vyang menempuh pendidikan tinggi.
Tingkat pendidikan secara tidak langsung akan
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan
petani dalam melakukan usahatani. Dengan
tingkat pendidikan yang lebih tinggi, petani akan
lebih  mudah untuk menerima materi yang
diberikan dalam pembinaan, pelatihan maupun

dalam adopsi teknologi. Sebagai contoh, tingkat
pendidikan memberikan  pengaruh  positif
terhadap produksi tanaman sembung (Susanti et
al. 2016), pendapatan petani karet (Juliansyah
dan Riyono 2018), pendapatan petani dan alih
fungsi lahan pertanian di Bali (Aryawati dan
Budhi 2018), dan kompetensi nelayan ikan
demersal (Mardin 2009).

Apabila dilihat secara terpisah, lebih dari
separuh responden yang hanya berpendidikan
SD berisiko kesulitan untuk menerima materi
yang diberikan dalam pembinaan, pelatihan,
maupun adopsi teknologi. Namun, dalam
pengembangan KPBKP, petani tidak bekerja

Gambar 2. Nilai inti model evaluasi CIPP

Tabel 2. Sebaran gender responden pelaksana kegiatan proyek percontohan PKBKP jagung di
Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018
Kelompok
i Jumiah Persentase
Gender Giri Mukti Mekar Mekgr Wana Tani Responden °
Jaya Sari Gerlap (%)
(orang) (orang)
(orang) (orang) (orang)
Laki-laki 39 8 4 9 60 76,92
Perempuan 13 4 1 0 18 23,08
Jumlah 52 12 5 9 78 100,00

Sumber: hasil wawancara, diolah
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Tabel 3. Sebaran tingkat pendidikan responden pelaksana kegiatan proyek percontohan PKBKP
jagung di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018

Kelompok

i Jumlah
Tingkat i Persentase
dgd.k Giri Mukti  Mekar Mekar ~ Wana Tani responden 9
pendidikan Jaya Sari Gerlap (%)
(orang) (orang)
(orang) (orang) (orang)
SD 30 7 2 3 42 53,85
SMP 8 1 1 2 12 15,38
SMA 13 3 2 2 20 25,64
Jumlah 52 12 5 9 78 100,00
Sumber: hasil wawancara, diolah
sendiri-sendiri melainkan dalam satu kelompok produktif, petani cenderung sulit menerima
besar. Dengan demikian, 30,77% responden inovasi.

yang berpendidikan minimal SMA dapat menjadi
penghela  dan membantu memberikan
pemahaman kepada anggota lainnya sehingga
dapat meminimalisir risiko tersebut.

Sebaran usia reponden pelaksana kegiatan
seperti ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan
bahwa 88,46% responden berusia di bawah 50
tahun atau berada pada usia yang produktif. Hal
ini menunjukkan bahwa lokasi dan pelaksana
kegiatan siap dan bisa menjadi modal yang kuat
bagi keberlanjutan pelaksanaan kegiatan. Usia
berperan dalam membentuk pola pikir petani
menjalankan  usahatani, kinerja, maupun
produktivitasnya, karena kemampuan fisik
seseorang setelah melewati tingat usia tertentu
cenderung akan menurun dengan bertambahnya
usia. Awaliah (2012) menyatakan petani yang
berusia lebih tua cenderung kurang setuju
dengan informasi baru yang disampaikan,
karena memiliki pengalaman yang lebih banyak
dan lebih percaya pada pengalaman mereka

Evaluasi Context

Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan
Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi
Petani menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan
untuk 1) meningkatnya produksi, produktivitas,
nilai tambah, dan daya saing komoditas tanaman
pangan prioritas nasional; 2) tersedianya
dukungan prasarana dan sarana pertanian di
lokasi kawasan secara optimal; 3) teraplikasinya
teknologi inovatif spesifik lokasi di lokasi
kawasan; 4) meningkatnya pengetahuan,
keterampilan dan kewirausahaan petani dalam
mengelola kelembagaan ekonomi petani; serta
5) berfungsinya sistem usaha tani secara utuh,
efektif, dan efisien.

Doran (1981) menyebutkan bahwa setiap
menentukan tujuan, idealnya memenuhi kriteria
SMART, yaitu specific, measurable, assignable
realistic, and time-related. Berdasakan kriteria
tersebut, penetapan tujuan sudah cukup baik

dalam melakukan usahatani padi. Krisnawati dengan rincian penjelasan sebagai berikut.
(2014) menambahkan bahwa pada usia non Pertama,  tujuan  fokus  pada  lokasi
Tabel 4. Sebaran usia responden pelaksana kegiatan proyek percontohan PKBKP jagung di
Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018
. Kelompok Jumlah
(tgslﬁ) Giri Mukii Mekar Mekar Wana Tani Responden Perssntase
(orang) Jaya Sari Gerlap (orang) (%)
(orang) (orang) (orang)
20-30 13 3 2 2 20 25,64
31-40 19 4 1 5 29 37,18
41-50 14 3 2 1 20 25,64
51-60 5 2 0 1 8 10,26
>60 1 0 0 0 1 1,28
Jumlah 52 12 5 9 78 100,00

Sumber: hasil wawancara, diolah
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pengembangan kawasan yang telah ditetapkan
dengan mengacu pada RTRW provinsi dan
kabupaten/kota, peta kesesuaian lahan, atlas
potensi  pengembangan  kawasan  serta
peraturan-perundang-undangan yang terkait.
Kedua, measurable, tujuan tidak menyebutkan
kuantitas yang ingin dicapai, namun indikator
keberhasilan ditetapkan dalam petunjuk teknis
kegiatan dan dijelaskan dalam bentuk matriks
tahunan di dokumen action plan. Ketiga,
assignable, personil yang bertanggungjawab
ditetapkan dalam petunjuk teknis kegiatan,
diantaranya pembinaan oleh Ditjen/Badan
lingkup Kementan, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan oleh Tim Teknis. Keempat
realistic, hasil evaluasi menunjukkan penetapan
tujuan dinilai belum realistis, mengingat seluruh
aspek diharapkan tercapai tanpa ada
penjadwalan terkait wakiu pencapaian untuk
masing-masing tujuan, sedangkan terdapat
keterbatasan baik anggaran, waktu, skala
prioritas dengan kegiatan lain dan jumlah
personil pelaksana kegiatan. Kelima, time-
related, tujuan tidak menyebutkan kapan atau
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
dicapai, namun dalam petujuk teknis disebutkan
adanya penetapan sasaran selama lima tahun,
dan pelaksanaan kegiatan percontohan selama
dua tahun.

Evaluasi Input

Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan
Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi
Petani menyebutkan bahwa aspek penguatan
perencanaan pengembangan kawasan tanaman
pangan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1)
penentuan kriteria kawasan; 2) penyusunan
masterplan; 3) penyusunan action plan; 4)
sinkronisasi rencana pengembangan kawasan
lingkup provinsi; dan 5) sinkronisasi rencana
pengembangan kawasan lingkup Eselon |
Kementan. Penentuan kriteria kawasan yang
mengacu pada ceklis penilaian kesesuaian
berdasarkan Permentan Nomor 41 Tahun 2009,
menunjukkan bahwa terdapat syarat petani yang
belum dipenuhi, yaitu tidak tergabung dalam
(poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan),
atau perkumpulan petani pemakai air (P3A),
melainkan tergabung dalam LMDH. Selain itu,
tidak semua petani menjadi anggota koperasi
yang sudah ditunjuk menjadi kelembagaan
ekonomi petani.

Hasil penilaian klasifikasi kawasan pertanian
di Kabupaten Lebak menunjukkan kawasan
jagung berada pada tahap belum berkembang
karena fokus kegiatan hanya pada on-farm untuk
peningkatan produksi. Belum ada
pengembangan khusus untuk teknologi budidaya

Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 18 No. 2, Desember 2020: 89-103

jagung, sarana prasarana pertanian yang
diberikan masih bersifat umum bukan khusus
pertanian jagung, serta masih diperlukan
penguatan melalui bimbingan dan penyuluhan
pertanian. Dari segi tipe kawasannya, kawasan
jagung di Kabupaten Lebak termasuk tipe
kawasan pertumbuhan  karena rata-rata
produksinya masih di bawah rata-rata produksi
Provinsi Banten. Pemanfaatan lahan belum
optimal, dan tingkat kehilangan hasil jagung
tergolong tinggi. Berdasarkan hasil penilaian
tersebut, kegiatan pengembangan kawasan
jagung di Kabupaten Lebak tepat untuk
dilakukan, karena adanya potensi untuk
peningkatan produksi dan pengembangan
budidaya.

Evaluasi Process

Pemerintah mengupayakan agar sarana
prasarana untuk pelaksanaan kegiatan dapat
terpenuhi, diantaranya dengan memberikan
bantuan seperti yang tercantum dalam dokumen
action plan/rencana aksi, yaitu untuk memenuhi
ketersediaan air; alsintan pratanam; penanganan
pasca panen, serta jalan usahatani. Selain itu,
direncanakan pula sarana penunjang berupa
kerja sama usaha dengan BUMN, swasta, kredit
dari perbankan, serta penyuluhan untuk petani.
Hasil observasi dan wawancara di lapangan
menunjukkan bahwa:

1. Bantuan dikelola oleh masing-masing
kelompok, sehingga belum mencerminkan
korporasi sebagai organisasi utama yang
mengatur  keseluruhan usaha. Namun
demikian, 87,2% responden menyatakan
bahwa program ini memberikan tambahan
sarana prasarana yang dapat diakses dan
70,5% responden menyatakan mendapat
akses untuk memanfaatkan  sarana
prasarana tersebut;

2. Kerja sama dengan pihak lain hanya
dilakukan dengan PT. Perhutani selaku

pemilik lahan, sedangkan dengan
perusahaan pakan yang sebelumnya sudah
menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) atau perjanjian kerja
sama, tidak berjalan;

3. Kapasitas sarana  pengairan  belum
memenuhi kebutuhan seluruh petani, terlihat
dari 29,5% responden menyatakan belum
mendapat akses terhadap sarana pengairan
yang dibangun;

4. Akses terhadap permodalan dari industri jasa
keuangan bank maupun non bank belum
didapat oleh 47,4% responden. Modal
usahataninya hanya diperoleh dari bantuan
saprodi dan alsintan dari Kementan serta
swadaya petani;
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5. Pelatihan kepada petani hanya mampu
menjangkau sekitar 6% dari jumlah seluruh
petani  pelaksana, sebanyak 50,1%
responden menyatakan pelatihan yang
didapat belum memadai.

Evaluasi Product

Target dan realisasi luas tanam, panen,
produksi dan produktivitas jagung di Kabupaten
Lebak untuk tahun 2017 — 2019 dapat dilihat
pada Tabel 5. Luas panen, produksi, dan
produktivitas mengalami peningkatan secara
signifikan pada tahun 2018 karena adanya
bantuan dalam program UPSUS dan
pengembangan kawasan pertanian. Namun
apabila dibandingkan dengan produktivitas
jagung nasional, capaiannya masih di bawah
60%. Produktivitas tahun 2017 sebesar 2,98
ton/ha atau hanya 56,98% dari produktivitas
jagung nasional yang sebesar 5,23 ton/ha.
Produktivitas tahun 2018 sebesar 3,12 to/ha atau

hanya 59,54% dari produktivitas jagung nasional
sebesar 5,24 ton/ha. Sedangkan untuk tahun
2019, data produktivitas nasional belum tersedia.

Di kecamatan Gunungkencana sebagai
pelaksana proyek  percontohan, terjadi
peningkatan luas panen, produksi, dan

produktivitas (Gambar 3). Luas panen naik
secara signifikan pada tahun 2018, dari 425 ha
menjadi 2.017 ha. Hal ini dikarenakan adanya
alokasi bantuan pengembangan kawasan
pertanian berbasis korporasi petani seluas 1.000
ha. Pada tahun 2019, luas panen mengalami
sedikit penurunan menjadi 1.848 ha, namun
masih lebih tinggi dari sebelum adanya kegiatan
karena petani melanjutkan penanaman jagung di
lokasi bantuan. Produksi juga mengalami
peningkatan secara signifikan dari 1.297 ton
pada tahun 2017 menjadi 4.373 ton pada tahun
2018. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2019
sebesar 5.904 ton. Hal ini dikarenakan
penanaman jagung banyak